
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan
barang/jasa secara terintegritasi dan terpadu serta
meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan
akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau, maka perlu menetapkan Standar
Oprasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3875);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
Transaksi Elektronik  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);



8. Undang-Undang   Nomor   14 Tahun   2008   tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 5);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2014
tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011



tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Oprasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

18 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Nomor 16);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 –
2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggaraan pemerintahan di ProvinsiKepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi

Kepulauan Riau  selanjutnya disebut ULP Provinsi Kepulauan Riau   adalah



unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan   pengadaan
barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

6. Rencana Pelaksanaan Pengadaan yang selanjutnya disebut RPP adalah
rencana yang meliputi Spesifikasi Teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan
Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak.

7. Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disebut RUP adalah kegiatan
yang terdiri dari identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan,
penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan
penysusnan Kerangkam Acuan Kerja (KAK).

8. Efektif dalam artian Standar Operasinal Prosedur dapat menjamin proses
pengadaan berlangsung mencapai sasaran yang ditetapkan.

9. Efisien dalam artian Standar Operasinal Prosedur menjamin pengadaan
barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan biaya yang
terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

10. Transparan dalam artian semua ketentuan dan informasi mengenai
pengadaan barang/jasa,termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata
cara evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi
peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas
pada umumnya.

11. Akuntabel dalam artian harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan
maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan
dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-pronsip serta ketentuan
yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

12. Dinamis dalam artian disesuaikan dengan kondisi yang ada dan tidak kaku.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Azas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Standar Operasinal Prosedur disusun dengan azas efektif, efisien, transparan,
akuntabel, dinamis, mudah dipahami dan diterapkan.

Pasal 3

Penyusunan Standar Operasinal Prosedur sebagai  pedoman  dalam
melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau.

Pasal 4

Tujuan penyusunan SOP sebagai berikut :
1. Efisien dan efektivitas proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.
2. Ketertiban administrasi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.
3. Meningkatkan koordinasi antara ULP dengan OPD.



Pasal 5

Standar Operasional Prosedur terdiri dari :
1. Standar Operasinal Prosedur Penyusunan RPP sebagaimana disebutkan

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

2. Standar Operasinal Prosedur Penyusunan RUP sebagaimana disebutkan
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

BAB III

EVALUASI DAN LAPORAN

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini dapat dievaluasi dan diubah apabila seiring berjalannya
waktu Peraturan Gubernur Standar Operasional Prosedur ini dinilai tidak lagi
sesuai untuk di terapkan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Praturan Gubernur ini memulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan
Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 Januari 2017

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

NURDIN BASIRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017 NOMOR 384

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRERTARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

dto

T. S. ARIF FADILAH


